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ABSTRAK
Nama : Via Amelia
NIM : 202210110311256
Judul :Kedudukan Hukum PPAT Dalam Keterlibatan Pada

Sengketa Jual Beli Tanah Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi (Studi  Putusan Nomor 75
Pdt/2016/PT.DPS)

Pembimbing . Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn.
Yohana Pupitasari Wardoyo,S.H.,M.H.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewenangan dari negara
untuk melegalisasi perbuatan hukum terkait pertanahan melalui -akta autentik.
Namun, komplikasi yuridis sering kali muncul apabila Pejabat Pembuat Akta
Tanah  (PPAT) terjerat sengketa yang disebabkan oleh tindakan di luar
kewenangan jabatannya. Maka, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
perkara perdata pada Putusan. Nomor 75/Pdt/2016/PT.Dps. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus. Adapula rumusan masalah sebagai pembahasan dalam
penelitian. Pertama, bagaimana analisis pertimbangan hakim terkait sengketa
wanprestasi jual beli tanah dalam putusan pengadilan tingkat pertama nomor
499/Pdt.G/2015/PN/Dps dan tingkat tinggi nomor 75/Pdt/2016/PT.Dps? Kedua,
Bagaimana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi PPAT atas
keterlibatannya dalam perkara putusan nomor 75/Pdt/2016/PT.Dps?. Hasil
pembahasan dalam penelitian- ditemukan ‘bahwa dasar pertimbangan hakim
menetapkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersalah karena terbukti
melakukan wanprestasi atas kegagalan pengembalian dana titipan pasca-
pembatalan perjanjian, sekaligus melakukan Perbuatan Melawan Hukum akibat
pelanggaran asas kepatutan pejabat umum. Putusan tersebut menghukum para
Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil, sehingga penelitian
ini menyarankan adanya penguatan regulasi terkait batasan tanggung jawab
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menangani dana pihak ketiga serta
pengawasan ketat terhadap standar operasional profesi demi menjamin kepastian
dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci : PPAT,Putusan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi,
Jual Beli Tanah.
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Nama : Via Amelia

NIM : 202210110311256

Judul :Kedudukan Hukum Ppat Dalam Keterlibatan Pada
Sengketa Jual Beli Tanah Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi  (Studi  Putusan Nomor 75
Pdt/2016/PT.DPS)

Pembimbing : Isdian Anggraeny, S.H.,M.Kn.

Yohana Pupitasari Wardoyo,S.H.,M.H.

Land Deed Officials (PPAT) have authority from the state to legalize legal
actions related to land through authentic deeds. However, legal complications
often arise when Land Deed Officials become entangled in disputes caused by
actions outside their authority. Therefore, this study aims to analyze civil cases in
Decision Number 75/Pdt/2016/PT.Dps. The research-method used is normative
juridical with a legislative -approach and a case approach. There are also
problem formulations for discussion in this study. First. How did the judge
analyze the considerations related to the dispute over breach of contract in the
sale and purchase of land in the first instance court decision number
499/Pdt.G/2015/PN/Dps. ~And  the  high  court  decision ~ number
75/Pdt/2016/PT.Dps? Second, what are the elements of unlawful acts and breach
of contract by the PPAT (Land Deed Official) for his involvement in case number
75/Pdt/2016/PT.Dps? The results of the discussion in the study found that the
basis for the judge's consideration in finding the PPAT guilty was that they were
proven to have committed a breach of contract by failing to return the deposit
after the agreement was canceled, as well as committing an unlawful act due to
violating the principle of propriety of public-officials. The verdict ordered the
defendants to pay material and immaterial damages, so this study recommends
strengthening regulations related to the limits of responsibility of Land Deed
Officials (PPAT) in handling third-party funds and strict supervision of
professional operational standards to-ensure legal certainty and protection for the
community.

Keywords: PPAT, Court Decision, Unlawful Acts, Breach of Contract, Land Sale
and Purchase.
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